
Menimbang

Mengingat

BUPATI IOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2O2O

TENTANG

TATA CARA PEI{YELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI I,OMBOK UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (Ll
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol5 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan pangan;

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten lombok Utara di Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO8 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4872);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2O12 tentzng Pangan
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
227, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 536O);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tanbahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 ter:.tang Pemerintahan Daerah

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor
58, bahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
56791;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 568O);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN IOMBOK UTARA

dan

BUPATI I.,OMBOK UTARA

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I
IZ E-'IrE'I\I'T'I I A\I I II'I II/l

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati prcduk

pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan
air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai
makanan atau minuman bagr konsumsi manusia, termasuk bahan
tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan
dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau
minuman.

2. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah daerah
untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan
Paflgan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.

3. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan
pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan,
berdasarkan pada jenis dan jumlah yang teLah ditetapkan, untuk keperluan
penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan
harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat
yang terkoordinasi dan terpadu.

+. Caciangan Pangan Pemerintah Daerah aciaiah perseriiaan Pangan untuk
keperluan konsumsi masyarakat, menghadapi masalah kekurangan Pangan,
gangguan pa.sokan dan harga, serta keadaan darurat di seluruh wilayah
Daerah-

5. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai mal<anan utanra
sehari-hari sesuai dengan potensi sumber <iaya <ian kearifan iokai.

6. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan
dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila
ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas
ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

.l !,.-t_t_ n_..-.-.- -!-t-r- It. A-r rsrs ranrBarr au.ir.ra,.ll lrt,lr(l-Grl t(trillrEls,ititlr riilltarr yiauE, urafturl scua8ranr
besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain
kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan
lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

8. Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut CBPK
^,{^t^L -^-^^i.i^-- t --^^,,^-- .{:t-,,^^-: .l^- .l.:t-^t^t^ ^t^I^ -^_^_:_.^L n^^-^L

lr!,r r{,uraorr vr/r a.o Ja-lr6 \rrAua,oar \rq,rr \ltr\l?r!Ao. r^rvu l,r'rrl'vr ur La_rr ua.r,l <i,ir
kabupaten.

9. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang
diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam
mengatasi masalah pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan
h4gi masvarakat miskin d^n ! ata\t r.a.wan Pansan dan Brizi

lO. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau
lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi,
prioses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

t



11.
12.
13.
14.

Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten L,ombok Utara.
Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
Dinas Ketallanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas
adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lombok Utara.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten lombok Utara.
BUMN , yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
BUMD yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh
atau sebaglan besar modalnya rlimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasa-l 2

Ruang lingfuup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. penetapan cadangan pangan;
b. penyelenggaraancadangan pangan;
c. pelepasan cadangan pangan;
d. pembiayaan penyelenggaraan cadangan pangan;
e. peran serta masyarakat dan
f. penga.wasan dan pelaporan.

BAB II
PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 3

15.

16.

17_

(1)

{21

Bupa.ti menetapkan CPPD.
Penetapan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan
jumlah pangan pokok tertentu.

Pasa] 4

Pasal 5

(1) Jenis CPPD mencakup pangan tertentu yang bersifat pokok sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (l) yaitu beras.

(21 CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (U ditetapkan sebagai CBPK.

(1) Penetapan jenis CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
disesuaikan dengan:
a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
b. potensi sumber daya pa.ngan daerah.

(21 Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
mempertimbangkan:
a. produksi bahan pangan pokok tertentu;
b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
c. kerawanan hngan.

(3) Ketentuan mengenai CPPD dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk
penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan sebagaimana
dimaksud frada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupa.ti.

Pasal 6

(1) Penetapan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dafam bentuk CBPK sebagaimana
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dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (2) berdasarkan perhitungan jumlah CBPK
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(21 Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat l2l, perhitungan CBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pa.da kriteria:
a. jumlah penduduk;
b. konsumsi beras per kapita per tahun; dan
c. proporsi terhadap cadangan beras nasional.

(3) Tata cara perhitungan jumlah CBPK sebagaimana dimaksud pa.da ayat (2),
tercantum dalam I^arnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(l) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalern Pasal 3, pafing sedikit dilakukan 1 (satu)
tahun sekali.

(21 Penetapan jenis dan jumlah cadzrngan pangan pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PEI.TYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 8

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan melalui:
a. pengadaan;
b. pengelolaan; dan
c. penyaluran.

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan cadangan pangan sebagaimana dimal<sud dalarn Pasal 8
huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Dinas.
Dalam melaksanakan penyelenggaraan cadangan pangan, Dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekeqia sama dengan BUMN
dan/atau BUMD.

{2t

Pasal l0

Da1am hal BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), belum dapat
menjalankan usaha pengelolaan cadangan pangan, Pemerintah Daerah dapat
bekerja sana dengan pelaku usaha Pangan atau koperasi yang
bergerak/menjalankan usaha di bidang Pangan.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 1l

(1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten berupa gabah kering
giling yang disalurkan dalam bentuk beras, diperoleh melalui pembelian
produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi petani di daerah.

t

Bagian Kesatu
Umum



(s)

(4)

(2t

(s)

Jumlah pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan
secara Langsung atau bertahap sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pembelian sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanalan sesuai
dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga
pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupa.ten yang ditetapkan
oleh gubernur.
Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian
sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilaksanakan sesuai dengan harga
pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan
oleh Bupa.ti.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasa] 12

Dinas mengelol,a cadangan pangan pemerintah daerah.
Pengelotraan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan
pemerintah daerah, antar daerah, dan antar walrtu baik jumlah maupun
mutu.
Pengelol,aan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui penyimpanan dan pemeliharaan cadangan pangan.
Untuk menjaga kualitas dalam penyimpanan dan pemeliharaan
sebagaimana dirnaksud pada ayat (3), cadangan pangan daerah dikemas
dalam karung dan disimpan di gudang cadangan pangan daerah.
Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki gudang penyimpanan
cadangan pangan sebaga.imana dimaksud pada ayat (4), Dinas dapat
bekerjasama dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang pangan atau pihak
lain.

(1)
(2)

(3)

(4)

(s)

Pasal 13

{1) Pengelola menjaga kualitas cadangan pangan pemerintah daerah yang
disimpan.

(2| Kualitas cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (l), harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar
mutu yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 14

Pihak lain yang bekerja sanna dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah
daerah sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) harus memenuhi syarat
meliputi:
a. memiliki gudang penyimpa.nan sesuai dengan standar;
b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
c. memenuhi standar pengamarurn kualitas Pangan; dan
d. memiliki kernampuan dan kesanggupan pendistribusial.

Pasal 15

Kerja sama pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dengan BUMN
dan/atau BUMD di bidang pangan atau pihak lain sebagaimana dimaksud
dahrn Pasal 12 ayat (5) diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama.

t



Bagian Keempat
Penyaluran

Pasal 16

(1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk
menanggulangi:
a. kekurangan Pangan;
b. gejolak harga Pangan;
c. bencana alam;
d. bencana sosial; dan/atau
e. keadaan daruat.

(21 Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e kecuali huruf b, dilaksanakan
oleh Dinas berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat kepala
OPD terkail

(3) Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah untuk menanggulangi
gejolak harga. Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan oleh OPD berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi
tingkat kepala OPD terkait atas usul Tim Pengendali Inflasi Daerah yang
dibentuk oleh Bupati.

Pasal 17

Selain penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk:
a. pemberian bantuan pangien kepada masyarakat miskin dan/atau yang

mengalami rawan Pangan dalr gizi; dan/atau
b. pemberian bantuan pangan kepada pemerintah daerah lain.

Pasal 18

(l) Penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten dilakukan melalui
mekanisme sebagai berikut:
a. atas perintah Bupati; dan
b. usulan pemerintah desa melalui kecamatan.

l2l Dela.n mel,aksanakan penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimal<sud
pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pelaksana dengan Keputusan Bupati.

(3) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah Bupati sebagaimana
dimalsud pada ayat (l) huruf a dilakukan melalui mekanisme:
a. Bupati memerintahkan kepa.da Kepala Dinas untuk menyalurkan beras

cadangan pangan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan
pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana
darr gja buruk;

b. Kepala Dinas menugaskan tim pelaksana melakukan identilikasi untuk
mendapatkan informasi tentang jumlah masyarakat sasaran dan lokasi
sasaran pe'nerima bantuan pangan pemerintah daerah;

c. hasil idenffikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan
melampirkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima
bantuan, dan kebutuhan beras untuk disalurkan;

d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana kepada
Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan
pemerintah daerah;

e. penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah disesuaikan dengan
jumlah masyarakat sasaran penerima.

f. penyaluran dilakukan sampai kantor desa sebagai titik bagi;
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g. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebaga.i cadangan pangan
pemerintah daerah dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung
oleh pemerintah daerah;

h. tim pelaksana bertanggung jawab dalam mengupayakan kel,ancaran
penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang sarnpai
dengan masYarakat sasaran; dan

i. 'irn pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada
sasarar yang diketahui oleh camat dan kepala desa

setempat.
(4) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan pemerintah desa melalui

kecamatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui
mekarrisme:
a. Camat dapat mengusulkan kepada Bupa.ti melalui Kepala Dinas untuk

dapat disalurkan cadangan pangan pemerintah daerah bagi masyarakat
yang mengalami rawan pangan transien, rawan pang€rn kronis, rawan
pangan pasca bencana dan gizi buruk;

b. Bupati memerintahkan Kepala Dinas untuk melakukan verifikasi usulan
Carnat;

b. Kepala Dinas menuga.skan tim pelaksana melakukan verifikasi
masyarakat sasaran penerima bantuan cadangan pemerintah daerah
sebaga.imana diusulkan oleh camat;

c. hasil verifikasi disampaikan oleh Tim Pelaksaa kepada Kepala Dinas
dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rnasyarakat
penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras
untuk disalurkan;

d. Kepala Dinas melaporkan hasil verifikasi tim pelaksana kepa.da bupati
dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan
pemerintah kabupaten;

e. penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah disesuaikan dengan
jumlah masyarakat sasaran penerima;

f. penyaluran dilakukan sampai kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi;
g. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan

pemerintah kabupaten dari gudang sampa.i titik bagi penyaluran
ditanggung oleh pemerintah daerah;

h. tim pelaksana bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran
penyaluran cadangan parrgan pemerintah daerah dari gudang sampai
dengan masyarakat sasaran; dan

i. tim pel,aksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada
masyarakat sasaran yang diketahui oleh camat dan kepala desa
setempat.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran
cadangan pangan pemerintah daerah sebagairnana dimaksud dalam pasal 11,
Pasal 12 dan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupa.ti.

BAB III
PELEPASAN CADANGAN PANGAN

Pasal 2O

(l) Pelepa.san cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan melalui cara:
a. penjualan;
b. pengolahan;
c. penukaran, dan/atau
d. hibah.

t
12) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) ditakukan apabila CBpK:



Pasal 2l

(l) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a
dilakukan dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) beras.

(21 Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat (1) huruf b
dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu beras dengan memenuhi
persyaratan keamanan pangan dan melakukan pengisian sejumlah susut
olah akibat pengolahan.

(3) Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat (1) huruf c
dilakukan untuk mendapatkan CBPK dengan kualitas yang lebih baik.

(4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat (1) huruf d dilakukan
antara lain untuk bantuan sosial dan kemanusiaan.

BAEI IV
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah
dan tidak mengikat.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

(U Masyarakat berperan serta mewujudkan cadangan pangan pemerintah
daerah dan cadangan pangan masyarakat.
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan
terhadap:
a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran

Pangan;
b. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
c. pemberian data dan informasi yang hnar dan akurat mengenai masalah

rawan pangan dan krisis pangan;
d. pencegahan te{adinya rawan dan krisis pangan;
e. penyaluran bantuan apabila terjadi rawan dan krisis pangan serta

penyelenggaraan cadalgan pangan di masyarakat; dan/atau
f. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan cadangan

pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah.

12t
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a. telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit 4 (empat) bulan; dan
b. berpotensi atau mengalami penurunan mutu.

(3) Batas walctu simpan sebaga.imana dimaksud pada ayat (2) huruf a terhitung
mulai CBPK disimpan di gudang.

(4) CBPK yartg berpotensi atau mengalgrni penurunan mutu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, jika memenuhi kiteria paling sedikit
dera.iat sosoh di bawah ambang batas minimum serta butir patah dan kadar
air di atas ambang batas maksimum.

(5) Kriteria penurunan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (a) berpedoman
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

PasaJ24

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan
cadangan pangan daerah.
Pengawasan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

(2t

Pasal 25

Kepala Dinas melaporkan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah
kepada Bupati setiap triwulan dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan cadangan pangan
Pemerintah Desa dan masyarakat.
Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. pengadaan bahan pangan;
b. sarana dan prasarana; dan/atau
c. manajemen penyelenggaraan.

(2t

Pasal27

(U Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan
pangan dengan menumbuhkan penyelenggaraan Cadangan

Pangan di tingkat masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah mendorong penyelenggaraan cadangan pangan di

masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Kerja sama penyelenggaraan cadangan pangan dengan BUMN dan/atau BUMD
atau pihak lain yang telah be{alan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini
dinyatakan tetap berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupa.ti sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan Daerah ini
harus ditetapkan paling lama I (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah
ini diundangfuan.

t



Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten lombok
Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 7 Janlualri'2O2

+"
UPATI I,OMBOK UTARA,

,t

/

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 7 Januai 2O2O

,t

I

SEKRETARIS DAERAH
KABU PATEN I'MBOK UTARAL

H. SUARDI

LEMBARAN DAERAH KAEIUPATEN I,oMBOK UTARA TAHUN 2O2O NOMOR I

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2O2O



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN IOMBOK UTARA
NOMOR T TAHUN 2O2O

TENTANG

TATA CARA PEI.IYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

I. UMUM

Salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di datam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
alinea keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan
ketentuan dalarn Pasal 28 H ayat {l) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 yang memberikan hak bagi setiap orang untuk
hidup sejahtera lahir batin. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Negara,
dalam hal ini Pemerintah Daerah, bertanggung jawab demi kepentingan
warganya. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah menjamin
ketersediaan/pemenuhan Pangan di daerah. Pemenuhan terhadap
Pangan merupakan bagian dari hak hidup masyarakat. Hak atas kecukupan
Pangan dan terbebas dari kelaparan merupakan hak asasi yang paling
mendasar. Presidential Commis.sion on Hurtger dengan tegas menyatakan
balrwa pemenuhan hak asasi atas Pangan dan: gizt amat utama.

Kondisi obyektif di Kabupaten t ombok Utara masih berkutat pada
masalah gizi. Masalah gizi tersebut berakar pada masalah ketersediaan,
distribusi, keterjangkauan Pangan, kemiskinan, pendidikan dan
pengetahuan serta perilaku masyarakat. Dengan demikian Masalah Pangan
dan gizi merupal<an permasalahan berbagai sektor dan menjadi tanggung
jawab bersama Pemerintah dari level pusat sampai dengan daera.h, dan
masyarakat.

Selain komponen pncduksi, penyiapan, distribusi, pemasaran, dan
kondisi ekonomi, Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen yang
menentukan ketersediaan Palgan Oleh karena itu, Pemerintah Daeralr
berupaya menyelenggarakan Cadangan Pangan yang baik dalam upaya
mewujudkan ketersediaan Pang;an yang cukup bagi seluruh masyarakat di
Kabupaten Lombok Utara dan mengupayakan agar setiap rumah tangga
mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya

Agar Penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat berjalan dengan baik
maka perlu adanya penetapan yang mengatur Penyelenggaraan Cadangan
Pangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentalg Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah memberikal kewenangan kepada provinsi
untuk menyelenggarakan pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten dan
menjaga keseimbangan Cadangan Pangan daerah. Kewenangan pemerintah
daerah kabupaten/kota untuk mengatur penyelenggaraan cadangan pangan
kabupa.ten/kota dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengatur mekanisme
penetapan dan penyelenggaxaan cadangan pangan pemerintah daerah.



Berdasarkan ketentuan dalarn psriaturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2015 tersebut, maka Pemerintah Daerah mengatur penyelenggaraan
Cadangan Pangan di Kabupaten l,ombok Utara agar menjadi pedoman bagi
pemerintah daerah dalam menga.tur penyelenggaraan cadangan pa.ngan di
wilayah kabupaten, mewujudkan tingkat kecukupan pangan pokok tertentu
dengan harga yang wajar dan teq'angkau sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagt
masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana
alam dan bencana social, sekaligus menyediakan Bantuan Pangan untuk
rnasyarakat rawan Pangan dan masyaralat miskin dan daerah Iain yang
membutuhkan.

II. PASALDEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (t)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "kebutuhan konsumsi masyarakat"
adalah kebutuhan terhadap sumber bahan pangan untuk
memenuhi konsumsi masyarakat baik rumah tangga maupun
non rumah tangga.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "potensi sumber daya pangan daerah"
adalah bahan pangan yang bersumber dari wilayah
Kabupaten lombok Utara.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 1O

Cukup jelas.
Pasa] 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.



Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 2O
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Hurufa
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "penurunan mutu' adalah kondisi fisik
dan nonfisik dari Pangan pokok yang tidak lagi sesuai dengan
asalnya karena adanya infeksi jamur, serangga, aroma dan warna
yang berubah dari asalnya yang menyebabkan penurunan harga.
jualnya.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (a)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memfasilitasi penyelenggaraan' meliputi
proses meliputi pengadaan, pengelolaan, dan pelepasan Cadangan
Pangan masyarakat untuk mewujudkan lumbung masyarakat.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas
Hurufb

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana" antara lain
gudarg penyimpanan, lantai jemur, unit penggilingan padi,
dryer, dan ald storage.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "manajemen penyelenggaraan" antara
lain pelatihan, pendampingan, dan konsultasi
penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas



Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 3O
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN I,OMBOK UTARA NOMOR 78



I.AMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN I,OMBOK UTARA
NOMOR :lTAHUN2O2O
TENTANG : TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN

PANGAN.

TATA CARA PERIIITT'ITGAIT JTIULAII CBPK

Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten lombok Utara (CBPKI \" = 8ff/o x
cadangan beras total provinsi "X' x rasio jumlah penduduk Kabupa.ten Lombok
Utara "Y" terhadap jumlah penduduk Provinsi "xX".

Keterangan:
1. Cadangan beras total provinsi "X" adalah CBPP ditambah dengan CBPK di

provinsi "X"; dart
2. CBPK "Y" diasumsikan memiliki proporsi 8oolo dari cadangan beras total

provinsi "Y yurg dikalikan dengan proporsi jumlah penduduk kab/kota "y"
terhadap jumlah penduduk pmvinsi "X".

1OMBOKUTARA,\

IH. NAJMUL AKHYAR


